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VISI

MISI

NILAI-NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang yang Agung”

Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,
Transparan serta Modern.

1.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam
Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat.

2.

Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.3.
Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang
Efektif dan Efisien.

4.

Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai
dengan Ketentuan yang Berlaku.

5.

Kemandirian1.
Integritas2.
Kejujuran3.
Akuntabilitas4.
Responsibilitas5.
Keterbukaan6.
Ketidakberpihakan7.
Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum 8.
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Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

    Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah (5 Tahun)
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai tugas dan fungsi
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang. 
     Perumusan Rancangan Rencana Strategis
dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan
arah proses pengelolaan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pangkalpinang agar dapat
tercapai kinerja yang optimal, efektif, dan
efisien dengan menggunakan acuan yang
jelas, terukur, terarah, dan berorientasi guna
peningkatan kinerja secara
berkesinambungan. 

     Dengan mengucap puji syukur ke hadirat
Allah SWT, penyusunan Rancangan Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang Tahun 2025–2029 ini
dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana
Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal
15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga
menyusun Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan serta tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien,
berkeadilan, dan berkelanjutan. 
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1. KONDISI UMUMPembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama inimenunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yangmeliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanankeamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tataruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber dayaalam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukungterwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengaturpermasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dandunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi,terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalamRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yangtertuang dalam Undang-Undang No. 59 Tahun 2024.Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkanterjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani danmenyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi,Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakanmelalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikankemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagaiupaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakanhukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, sertapelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dankesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib,teratur, lancar, serta berdaya saingglobal.Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modernterutama Negara-negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan tonggakyang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untukmempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabatadministrasi karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya.Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untukmemberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadapperbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan
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hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata UsahaNegara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabatadministrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dariPeradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol(pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap beradadalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu danwarga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan olehpejabat administrasi.Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan TataUsaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagipara pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabatadministrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yangbersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Peradilan Tata UsahaNegara menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untukmempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatanadministrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yangbertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yangdemikian ini disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum danbertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.Salah satu upaya memantapkan sistem hukum nasional adalah melaluipenyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu dariInstitusi atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaituKekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demiterselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, khususnya di wilayahhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun wilayahhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari wilayah-wilayah yang tercakup dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ProvinsiKepulauan Bangka Belitung terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota sebagaiberikut:
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1. Kota Pangkalpinang
2. Kabupaten Bangka
3. Kabupaten Bangka Barat
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Bangka Selatan
6. Kabupaten Belitung
7. Kabupaten Belitung Timur

Gambar 1. PetaWilayah Yurisdiksi PTUN Pangkalpinang
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2. POTENSI PERMASALAHANDalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang, Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yangtertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai KerangkaRencana Jangka Pangjang dan rencana Strategis Mahkamah Agung RI sebagaikerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategisPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan visidan misi serta tujuan organisasi. Penyelenggaraan tugas, kegiatan danpelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dilakukandengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasiyang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisatersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan Resources(Sumberdaya) dan Organization (Organisasi) yang ada dan tumbuh sertaberkembang di dalam instansi. Melalui analisa tersebut, beberapa potensipermasalahan dijabarkan sebagai berikut.a. Produktivitas Penyelesaian PerkaraUpaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara diMahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untukterus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencarikeadilan, salah satunya adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan TingkatPertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yangmengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding palinglambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambatdalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untukmembuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara diPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah maksimal 5 bulan.Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, penyelesaian perkara di PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang mengalami peningkatan dibandingkantahun-tahun sebelumnya dan dalam 3 tahun terakhir selalu berhasil
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mencapai 100% dan tidak ada perkara yang diproses lewat dari 5 (limabulan) dikarenakan komitmen Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatpencari keadilan dan adanya faktor jumlah perkara yang masih tergolongsedikit karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang baruberoperasi sejak tahun 2018, namun pelaksanaan proses berperkara inimemiliki potensi keterlambatan jika perkara yang masuk ke PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang mengalami peningkatan siginifikandikarenakan jumlah Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang yang terbatas. Oleh karenanya, perlu dilakukan monitoringdan evaluasi berkelanjutan untuk mencegah hal ini.b. Sumber Daya ManusiaDi samping potensi produktivitas penyelesaian perkara, juga terdapat masalahlain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan teknisperadilan baik administrasi maupun pada fungsional peradilan. Dari sisikuantitas, Sumber Daya Manusia yang tersedia kurang memadai untukmelakukan pelaksanaan tugas-tugas yang telah direncanakan secaraprosedural, dan untuk membuat hasil yang lebih berkualitas perlu kualitasSumber Daya Manusia yang memadai.



BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS

Visi dan Misi1.
Tujuan dan Sasaran Strategis2.



Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

6

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah kebijakan danstrategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam CetakBiru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan programpembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuanpenyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedomanpengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalampencapaian visi danmisi serta tujuan organisasi pada 2025-2029.Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmenbersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerjaserta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturanterkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yangterjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan sertakepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. RencanaStrategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2025-2029 sejatinyaberpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, namundikarenakan belum terbitnya Rencana StrategisMahkamah Agung RI 2025-2029,maka Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Strategis periodesebelumnya dengan catatan akan dilakukan perubahan ketika Rencana StrategisMahkamah Agung RI 2025-2029 terbit.Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud,maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingindiwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangandan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsidalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
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1. VISI DANMISIVisi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang akan menjadipandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugasdan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:
“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkalpinang yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakimanyang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka danpenyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalahpelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikansuatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dankemuliaan institusi.Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata UsahaNegara Pangkalpinang, yaitu:
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan DalamRangkaPeningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yangEfektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuaidengan Ketentuan yang Berlaku
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Penjelasan kelima misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung” adalahsebagai berikut:
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,

Transparan serta ModernProses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparanserta modern merupakan faktor penting untuk meningkatkan pelayananpencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkanpelayanan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkanproses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, transparanserta modern melalui penyempurnaan manajemen perkara dantransparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis teknologiinformasi.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam

Rangka Peningkatan Pelayanan padaMasyarakatKualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara akanmenentukan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilandengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber DayaAparatur Peradilan serta membangun dan mengembangkan kompetensiteknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial)untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan prosesperadilan yang adil.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif danEfisienPeningkatan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisienmerupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencarikeadilan kepada peradilan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawabanpublik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akanmembangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam PeradilanTata Usaha Negara itu sendiri.
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4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang

Efektif danEfisienAdanya pengelolaan administrasi dan manajemen peradilan yang efektifdan efisien akan memperlancar kinerja baik administrasi kepaniteraanmaupun administrasi kesekretariatan. Terlaksananya tertib administrasidan manajemen ini dapat dicapai dengan usaha para personil peradilanuntuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan

Sesuai dengan Ketentuan yang BerlakuPenyediaan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dalam bentukalokasi yang pasti dari APBN guna mendukung kelancaran dalam bekerjapada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISDalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka visi dan misitersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah danoperasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategismerupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berusaha mengidentifikasi apayang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinyadalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkansumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuanstrategis ini juga memungkinkan Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapaidalam kurun waktu yang telah ditentukan. Rumusan tujuan strategis

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melaluiproses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
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2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melaluipemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
5. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
6. Terwujudnya Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya.
7. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MahkamahAgung. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuangdalam RPJMN Tahun 2025-2029 danRencana Strategis Mahkamah Agung RITahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”, makaPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan sasaran strategissebagai berikut.1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4.Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Masing–masing sasaran strategis di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabelTerwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dicapaidengan arah kebijakan sebagai berikut :a. Proses Peradilan Yang PastiSuatu proses peradilan yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan, kepatutan, dan keadilan meliputi dua hal, pertama,dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentanganantara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undangundang itusecara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yangberada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam
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melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undangtersebut.b. Proses Peradilan Yang TransparanAdanya penyediaan informasi ke publik secara terbuka sehinggapublik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat,atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapatmengontrol, memonitor proses kerjanya. Adanya keterbukaan (openness)dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas prosesperadilan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dibatasihanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan lembaga yang dapatdijangkau publik seperti administrasi persidangan, sedangkan informasimengenai putusan perkara tidak bisa dimintakan komentar atau pendapatbagaimana putusan itu diambil. Dengan pengelolaan lembaga peradilanyang transparan diharapkan akan menciptakan lembaga yang bersih,efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentinganmasyarakat. Sehingga dengan adanya akses bagi semua pihak yangberkepentingan terhadap setiap informasi, dapat membantu untukmempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat pengadilandengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan.c. Proses Peradilan Yang AkuntabelProses peradilan yang akuntabel yaitu proses peradilan yang adaharus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas Akuntabilitasadalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir darikegiatan proses peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Akuntabilitas sebagai prasyarat bahwa setiap aktivitas yang berkaitandengan kepentingan publik perlu dipertanggungjawabkan kepada publik.Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan jugamasyarakat luas. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparansi diartikan
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sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atashak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dengan berpinsiptranparansi diharapkan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap oranguntuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan lembaga peradilan.Indikator tercapainya sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel ada 3 (tiga) yaitu :
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktuSesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, jangkawaktu penyelesaian perkara di tingkat pertama paling lambat 5 (lima)bulan. Indikator capaian sasaran ini mencerminkan bahwa akurasiwaktu penyelesaian perkara berbanding lurus dengan kinerja penanganperkara, yang pasti, transparan dan akuntabel. Kinerja penangananperkara dinilai baik apabila perkara diselesaikan tepat waktu ataukurang dari 5 (lima) bulan, sedangkan kinerja kurang baik apabilapenyelesaian perkara butuh waktu lebih dari 5 (lima) bulan.
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

dan KasasiUpaya Hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yangberkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan. Upayahukum tersebut dilakukan karena para pihak tidak puas terhadapputusan pengadilan. Para pihak menganggap ada kesalahan dalamputusan yang telah dijatuhkan, serta bertujuan mengkoreksi danmeluruskan dengan meminta putusan kepada lembaga peradilan yanglebih tinggi. Upaya hukum dapat dilakukan terhadap putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukumtetap. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasemakin rendah pihak pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum,maka semakin tinggi tingkat kepuasan pencari keadilan terhadappenyelesaian perkara yang diajukannya.
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c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan

PeradilanPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang PedomanPenyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit PenyelenggaraPelayanan Publik, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayananpublik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadappenyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut salahsatu metode yang dipakai dalam menilai pelayanan publik adalahdengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei KepuasanMasyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentangtingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran ataspendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan daripenyelenggara pelayanan publik. Kinerja pengadilan dikatakan baikdengan semakin tingginya capaian kepuasan masyarakat terhadaplayanan pengadilan. Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat dapatdilihat dalam tabel berikut :
Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Kepuasan MasyarakatNo. Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat1 Persyaratan2 Sistem Mekanisme/Prosedur3 Waktu Pelayanan4 Biaya/Tarif5 Jenis Pelayanan6 Kompetensi Pelaksana7 Perilaku Pelaksana8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan9 Sarana dan Prasarana
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2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian PerkaraLangkah-langkah yang diupayakan untuk meningkatkan efektifitaspengelolaan penyelesaian perkara antara lain :a. Penyederhanaan tata kelola penanganan perkara yang lebih efektif danefisien. Blue Print ( Cetak Biru ) Pembaruan Peradilan menetapkan haluandimana pembaruan fungsi teknis diarahkan pada terwujudnyapelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif danberkeadilan. Adapun pembaruan manajemen perkara diarahkan untukpemberian pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilanbagi pencari keadilan, peningkatan kredibilitas dan transparansi badanperadilan. Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan,ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusanyang merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwahukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atauterpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Maka untukmenunjang proses tersebut perlu dilakukan peningkatkan kulitas prosespenyelesaian perkara. Salah satunya dengan adanya upaya penyelesaianperkara yang cepat, akurat dan efisien. Sebagaimana Surat Edaran KetuaMahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara diTingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkunganPeradilan. Jangka waktu penyelesaian penanganan perkara padaPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditargetkan dapatdiselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.b. Adanya dukungan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi secaraoptimal dan berkesinambungan.Pemanfaatan sistem teknologi informasi di samping untukmendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan, juga dapatmemberikan fungsi layanan kepada publik. Salah satu kebijakan dalamproses percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang, kini sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi dalam bisnis proses penyelesaian perkara denganditerapkannya SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara ) dan e-Court.
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Modernisasi manajemen perkara melalui SIPP diharapkan akan dapatmemberikan percepatan, keakuratan, transparansi, monitoring danpelaporan dalam pelaksanaan adminsitrasi perkara, administrasipersidangan maupun layanan informasi perkara. Kebijakan optimalisasipemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkaratersebut, diharapkan akan adanya peningkatan kualitas prosespenyelesaian perkara. Kegiatan yang tadinya dikerjakan secara manualsudah bisa dikerjakan dengan peralatan teknologi informasi, sehingga bisamenghemat waktu dan biaya serta kegiatannya lebih efektif. Padaakhirnya masyarakat akan cepat dan mudah untuk mengakses melaluiweb atau situs Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengetahui informasimengenai bisnis proses perkara yang sedang berjalan atau sudah selesai.Penerapan e-Court diharapkan dapat menghemat waktu dan biayakarena administrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaanpersidangan yang semula dilakukan secara manual sekarang bisadilakukan secara elektronik. Manfaat yang lain adalah dokumen terarsipsecara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media juga prosestemu kembali data yang lebih cepat. Tuntutan tata kelola peradilan yangbaik (good judicial governance) sangat memerlukan ketersediaan pelbagaiinformasi dan data dasar yang lengkap dan mudah diakses, serta mediakomunikasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengadilan harusmemanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern dengansebaik-baiknya. Internet tidak hanya dipakai untuk berkirim email atauuntuk membuat website yang mudah diakses bagi pencari keadilan, tetapiinternet dan teknologi informasi harus pula dipakai untuk keperluanmemperbaharui cara kerja lembaga pengadilan dalam memberikanpelayanan keadilan. Demikian pula alat-alat komunikasi mutakhir harusdimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam proses pemeriksaan danpersidangan peradilan, yaitu dengan penggunaan fasilitas tele- conferencedan video conference dalam persidangan-persidangan.
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Indikator tercapainya sasaran Peningkatan Efektifitas PengelolaanPenyelesaian dijabarkan sebagai berikut.
a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada

para pihak tepat waktu.Dasar hukum tentang penyampaian salinan putusan yaitu SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang perubahanSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2010 tentangPenyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Dalam Surat Edarantersebut diatur bahwa untuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihakdalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejakputusan diucapkan atas permintaan para pihak.Seiring berkembangnya teknologi informasi Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2020 menerapkan layanan e-
court secara penuh dalam pelaksanaan persidangan. E-courtmerupakanlayanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secaraonline, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online,pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluranelektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dalamaplikasi e-court juga memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan,amar putusan, tanggal minutasi dan salinan putusan elektronik yangdapat diunduh oleh para pihak. Sehingga keseluruhan dokumentersebut termasuk salinan putusan dapat diterima oleh para pihak tepatwaktu.
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3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkanLangkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penguatan akses padapengadilan adalah:a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskinPeraturan Mahkmah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 TentangPedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu diPengadilan, yang salah satunya menyediakan fasilitas perkara cuma-cuma(prodeo) bagi masyarakat miskin, sehingga berperkara di pengadilandibayar cuma-cuma, yang artinya negaralah yang menanggung biayatersebut. Adanya pembebasan biaya perkara di Pengadilan bagimasyarakat tidak mampu diharapkan dapat terjamin dan terpenuhi hakbagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dandapat mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai denganprinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, khususnya bagimasyarakat miskin.b. Pos pelayanan bantuan hukumPelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untukmembantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayaradvokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukanagar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yangmenyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupapendampingan secara materiil didalam persidangan.Indikator tercapainya sasaran meningkatnya akses peradilan bagimasayarakat miskin dan terpinggirkan ada 2 (dua) yaitu :
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanInput dari indikator ini adalah jumlah permohonan perkara prodeopada periode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah perkaraprodeo yang diselesaikan pada periode berjalan.



Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

18

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (Posbakum)Input dari indikator ini adalah jumlah pencari keadilan golongantertentu yang memohon layanan bantuan hukum (posbakum) padaperiode berjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah pencari keadilangolongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)pada periode berjalan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilanMeningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang sampai saat ini berjalan sesuai dengan tugasdan fungsinya. Untuk peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilandapat dicapai dengan pengukuran kinerja utama sebagai berikut :
a. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)Input dari indikator ini adalah jumlah putusan perkara berkekuatanhukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk dieksekusi pada periodeberjalan. Sedangkan outputnya adalah jumlah putusan perkara yang telahdieksekusi pada periode berjalan. Semakin tinggi persentase permohonanekseskusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.
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Sasaran-sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama danIndikator Kinerja Utama yang mempedomani SK Sekretaris Mahkamah AgungRI Nomor 173 Tahun 2022 sebagai alat ukur untuk melihat capaiankeberhasilan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagaiberikut:
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel
Persentase Perkara TUN yangdiselesaikan Tepat waktu 100
Persentase Perkara yang TidakMengajukan Upaya HukumBanding dan Kasasi

35
Index Persepsi Pencari KeadilanYang Puas Terhadap LayananPeradilan

90
2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara

Persentase Salinan PutusanPerkara TUN yang disampaikankepada para pihak tepat waktu
100

3. Meningkatnya AksesPeradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
Persentase Perkara Prodeo yangDiselesaikan 100
Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum)

100

4. Meningkatnya Kepatuhanterhadap PutusanPengadilan
Persentase Putusan Perkara TUNyang Ditindaklanjuti(Dieksekusi)

100
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1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNGRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan setara negara maju yang memilikikondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, sertakesejahteraan rakyat yang lebih baik.Sesuai dengan sasaran utama dalam RPJPN 2025-2045, yaknipendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun danketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasionalmeningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, intensitas emisi GRKmenurun menuju Net Zero Emission, maka Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran atas visi, misi,dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming dalam lima tahun ke depan.Dari arah dan kebijakan pemerintah, Mahkamah Agung RI menetapkanarah dan kebijakan strategi Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029. Arahkebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilanarah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sesuai dengan arahpembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029dan dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesiayang Agung”, maka Mahkamah Agung pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin danterpinggirkan.4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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Dengan sasaran strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki arahkebijakan sebagai berikut:
 Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
 Pembatasan perkara kasasi;
 Proses berperkara yang sederhana dan murah
 Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
 Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitashukum
 Penyempurnaan penerapan sistem kamar
 Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilanrestorative.
 Hak uji materiil
 Penguatan lembaga eksekusi
 Keberlanjutan e-Court
 SPPT TI
 Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan.
 Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia MahkamahAgung yang berkualitas.
 Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilansecara optimal.
 Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan AsetMenyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, Pengadilan Tata UsahaNegara Pangkalpinang dapat berkontribusi untuk mendukung sasaran danarah kebijakan pembangunan hukum dan HAM Nasional 2025-2029. Sasarandan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:



Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

22

1. Penegakan HukumBerkualitasKondisi yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kehilangankepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkanoleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistempenegakan hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim. Sistem hukum danperadilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga,lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutusperkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih adakesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum.Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasionaldalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresiketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum. Berdasarkanpermasalahan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinangdalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas mengikuti arahkebijakan sebagaiberikut:
a. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah danCepatVisi pembangunan nasional 2025-2029 ditekankan untukmeningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangkamewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perludiarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutan;mengatur permasalahan yangberkaitandengan ekonomi,terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastianinvestasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga,pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomidiharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensikegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, makaIndonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan dibidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak,pembentukan small claim court, dan peningkatan utilisasi lembagamediasi.
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b. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak HukumMasih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegakhukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangankepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publikbelum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pundipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasilpengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional daninternasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnyaketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan,rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, danKehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesiaperlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraanaparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen dan pendidikanatau pelatihan aparat penegak hukum.
2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaKorupsiKorupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saingIndonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal berbagaiupaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telahdilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan daritahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besarmasyarakat menilai bahwa korupsi merupakan permasalahan utama yangharus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkanpermasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkanuntuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidanakorupsi yang efektif melalui arah kebijakan diantaranya adalah sebagaiberikut:
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti KorupsiIndonesia telah melaksanakan berbagai ketentuan United Nation

Convention Againts Corruption (UNCAC) terkait kerjasama penyelamatanaset melalui mutual legal assistance maupun perlindungan pelaku tindak
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pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (justice
collaborator). Di samping itu melalui Stranas Pencegahan danPemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksipemberantasan korupsi hinga rencana aksi di Kementerian/Lembagamaupun Pemerintah Daerah secara komperehensif. Namun masih terdapatberbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan
mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, maupunpelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategioptimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindakpidana korupsi; optimalisasi perlindungan justice collaborator; sertapenguatankoordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan dan PemenuhanHAMPermasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dansekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuanesensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka rule of law maupun
rechtstaat, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapatrelevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam kontekskeberlanjutan sosial. Dengan demikian terdapat korelasi yang signifikanantara sistem hukum, tindak pidana dan HAM. Meski Indonesia telahmemiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan danpemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai darikurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yangmasih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya.Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat berkontribusi padaarah kebijakan optimalisasi bantuan hukum.
Optimalisasi Bantuan HukumKomitmen pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cumabagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminanperlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun
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pada pelaksanaannya kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskinbanyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan initidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan iniakan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran danabantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum,penguatan pemberi bantuan hukum dan pelibatan Pemerintah Daerahdalampelaksanaan bantuan hukum.
Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangkapikir rencana pembangunan hukum 2025-2029 diharapkan dapat membantuterwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian.Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampumeningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif.Namun kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas;pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif. Serta penghormatan,perlindungan dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikankontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomianIndonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung,namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepatproses ekonomi pembangunan.
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2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA

PANGKALPINANGSesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalamRPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka terwujudnya visi Terwujudnya
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung, makaPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menetapkan 4 sasaran sebagaiberikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagaiberikut:
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel.Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana danmurah. Proses berperkara yang sederhana dapat diwujudkan dengan menataulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemenperkara. Transparansi peradilan dapat diwujudkan dengan penguatan aksesperadilan berupa penguatan database perkara dan publikasi perkara.
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian

perkara.Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalammereformasi kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnyatermasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang serta terlaksananyakepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanyapenyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilandibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMANomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah danPengucapan/Pembacaan Putusan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
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pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah danPengucapan/Pembacaan Putusan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulansejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkarayang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yangterdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk TingkatPertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama danTingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwapenyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalamwaktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan TingkatBanding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktutermasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatanpenyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinangsenantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkanUntuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagimasyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan pembebasan biayaperkara untuk masyarakat miskin dan pos pelayanan bantuan hukum.Sasaran ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun2014. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdapat kendalapada pembebasan biaya perkara yang disebabkan oleh sikap masyarakatyang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan kedepan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagimasyarakat miskin dan meningkatkan kerja sama dengan KementerianHukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa Organisasi BantuanHukum(OBH).Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantumasyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam halmembuat surat gugatan, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan
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diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadiduplikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakanbantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secaramateriil didalam persidangan.
Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan

pengadilanUntuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang maka setiap permohonan eksekusi putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap akan ditindaklanjuti. Kepatuhan terhadapputusan pengadilan juga dapat dilihat dari tindak lanjut pejabat tata usahanegara yang menyesuaikan kebijakannya terkait dengan hasil putusanpengadilan. Dengan demikian tidak perlu menunggu permohonan eksekusiputusan dari pihak penggugat yang dikabulkan gugatannya dalam putusanpengadilan. Oleh karena itu perlu diarahkan kebijakan untuk meningkatkankepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan mendorong aparatPengadilan Tata Usaha Negara mengingatkan para pihak yang bersengketauntuk menerima hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap danmenjalankan apa yang tertera dalam putusan tersebut.
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3. KERANGKA REGULASIDalam melaksanakan prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMNtahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga(K/L) maka K/L dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yangdijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangkaregulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangkamemfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat danpenyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu instansi yangberada di bawah Mahkamah Agung RI menerapkan kerangka regulasi yangditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.
Tabel 3. Kerangka Regulasi

Isu

Strategis

Arah

Kebijakan

2025-2029

Arah Kerangka

Regulasi

Kebutuhan

Regulasi

Direktorat

Penanggung

Jawab

Direktorat

Terkait

OptimalisasiManajemenTata UsahaNegara danMiliter

a) PeningkatanpenyelesaianPerkarab) PeningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianPerkarac) Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadiland) Peningkatankualitas SDM

a) ImplementasiSK KMAtentangpercepatanpenyelesaianperkarab) Penambahanvolumeposbakumdan perkaraprodeoc) Peningkatanpelayananpublikd) Standarisasipelaksanaanbimtek

a) SE DitjenBadilmiltuntentangpenambahanvolumeposbakum danperkaraprodeob) Pembuatansurat edaranpeningkatanpelayananpublikc) Juklak/juknispelaksanaanbimtek

DitjenBadilmiltun 1. DitjenBadilmiltu2. DiklatKumdil MARI
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4. KERANGKA KELEMBAGAAN4.1. Susunan Organisasi PengadilanDalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi yangmengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaiberikut :a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KekuasaanKehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun2004 serta terakhir diganti dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun2009.b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun2009.d) Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan OrganisasiAdministrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2015 tentang Organisasidan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
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Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Tata UsahaNegara Pangkalpinang:
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang

Susunan Organisasi Pengadian Tata Usaha Negara berdasarkanSusunan organisasi Pengadilan berdasar Undang-Undang Nomor: 5 Tahun1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-UndangNomor: 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan, terdiri dari:a. Pimpinan PengadilanPimpinan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo.Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (2): PimpinanPengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh WakilKetua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 unit Kepaniteraan Muda dan 3unit eselon IV.
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b. HakimSesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat Negarayang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.Tugas Pokok Hakim :1. Menerima berkas Perkara2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya3. Memutus perkara yang diajukan kepadanyaDimana semua hal tersebut merupakan rangkaian dari menerima danmengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya.c. Kepaniteraan PengadilanBerdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan tanggal 5 September 2015, disebutkan:
Pasal 2 :Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yangdalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
Pasal 227 :Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:a. Panitera Muda Perkara; danb. Panitera Muda Hukum.
Pasal 228 :Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasiperkara di bidang tata usaha negara.
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Pasal 230 :Panitera Muda Hukummempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.
Pasal 431 :Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilanterdiri atas:a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;b. Jabatan Fungsional Jurusita; danc. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.Berikut ini gambar Struktur organisasi Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan, untuk Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Tipe A.

Gambar 3. Struktur Organisasi Kepaniteraan PTUN

1. Panitera Pengganti
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d. Kesekretariatan PengadilanBerdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan, disebutkan :
Pasal 4 :Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yangdalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
Pasal 424 :(1) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalahaparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas danfungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara.(2) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpinoleh Sekretaris.
Pasal 425 :Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyaitugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana danprasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara .
Pasal 427 :Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; danc. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
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Pasal 428 :Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan,program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik,serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi sertapelaporan.
Pasal 429 :Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyaitugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusankepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
Pasal 430 :Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan,rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
Pasal 438 :(1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan KesekretariatanPeradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalmasing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Berikut ini gambar Struktur organisasi Kesekretariatan PengadilanTata Usaha Negara sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan, untuk Kesekretariatan Pengadilan Tata UsahaNegara Tipe A.
Gambar 4. Struktur Organisasi Kesekretariatan PTUN
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A. TARGET KINERJA
B. KERANGKA PENDANAAN
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A. TARGET KINERJAUntuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan indikator kinerja sebagaiindikator tercapainya sasaran strategis yang merupakan tolok ukur ataskeberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Sedangkan target yangditetapkan untuk indikator kinerja merupakan target jangkamenengah/langsung 5 (lima) tahun yang dibuat secara tahunan. Pencapaiantujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Pangkalpinang dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perludiperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebihterperinci.
1. PROGRAM UTAMADAN KEGIATAN POKOKProgram utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkahyang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiaptahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperincidengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaiantujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaranstrategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua)program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang sesuai dengan program Mahkamah Agung RI, yaitu ProgramPenegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen.
a.Program Penegakan Dan Pelayanan HukumProgram ini hanya terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Pokok yaituPeningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara. Program inimerupakan program pendukung kelancaran kegiatan peningkatanmanajemen peradilan Tata Usaha Negara. Melalui program ini, PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya untuk meningkatkanpenyelesaian perkara Tata Usaha Negara menjadi lebih tepat waktu,pelaksanaan pengamanan persidangan untuk perkara yang rawan atauberpotensi terjadi kerusuhan, meningkatkan akses peradilan bagimasyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara
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(prodeo) dan pelaksanaan pos bantuan hukum (posbakum). Indikatorkinerja kegiatan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:1. Jumlah pengguna layanan pembebasan biaya perkara di lingkunganperadilan Tata Usaha Negara2. Jumlah pengguna layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan TataUsaha Negara
b.Program Dukungan ManajemenProgram ini merupakan program pendukung kelancaran kegiatanpembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan programpendukung kelancaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. ProgramDukungan Manajemen di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinangberisi 1 (satu) kegiatan utama, yaitu Dukungan Manajemen AdministrasiKesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan PengadilanTingkat Banding dan Tingkat Pertama.a. Melalui kegiatan pokok ini, Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang berupaya untuk memenuhi hak-hak para pegawai danmemperlancar operasional serta pemeliharaan kantor yangberdampak pada tercapainya Indeks Kepuasan Para Pencari Keadilanserta turut membantu terwujudnya Sasaran Strategis Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang.
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2. TARGET KINERJAUntuk mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang memiliki 2 (dua) sasaran kinerja dengan 7 (tujuh) indikatorsebagai berikut:1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan, dan Akuntabel
Tabel 4. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan Akuntabel

2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan PenyelesaianPerkara
Tabel 5. Sasaran Strategis 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Sasaran

Uraian Indikator
Target

2025 2026 2027 2028 2029

TerwujudnyaProsesPeradilanyang Pasti,Transparan,danAkuntabel

1 Persentase Perkara yangDiselesaikan Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Perkara yangTidak Mengajukan UpayaHukum Banding dan Kasasi 35% 35% 35% 35% 35%
3 Indeks Persepsi PencariKeadilan yang Puas TerhadapLayanan Peradilan 90% 90% 90% 90% 90%

Sasaran

Uraian Indikator
Target

2025 2026 2027 2028 2029PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara
1 Persentase Salinan Putusanyang Disampaikan KepadaPara Pihak Tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100%



Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

40

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan
Tabel 6. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap PutusanPengadilan
Tabel 7. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan

Pengadilan

Sasaran

Uraian Indikator
Target

2025 2026 2027 2028 2029

MeningkatnyaAksesPeradilan BagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan

1 Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangMendapat Layanan BantuanHukum (Posbakum) 100% 100% 100% 100% 100%

Sasaran

Uraian Indikator Target2025 2026 2027 2028 2029MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
1 Persentase Putusan PerkaraTUN yang Ditindaklanjuti(Dieksekusi) 100% 100% 100% 100% 100%
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B. KERANGKA PENDANAANSebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029,dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta ProgramDukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana berikut.
No. Tujuan Target

Jangka
Menengah
(5 Tahun)

Sasaran Strategis Target Strategi
Uraian Indikator

Kinerja
Uraian Indikator

Kinerja
2025 2026 2027 2028 2029 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

(Ribuan)1 Terwujudnyakepercayaanmasyarakatterhadapsistemperadilanmelaluiprosespeadilanyang pasti,transparandanakuntabel

Persentasepara pihakyangpercayaterhadapsistemperadilan

100% TerwujudnyaProsesPeradilanyang Pasti,TransparandanAkuntabel

a.PersentasePerkara TUNyangdiselesaikanTepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% ProgramDukunganManajemen

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
1. Jumlah PerkarayangdiselesaikanTepat waktu2. Jumlah Perkarayang TidakMengajukanUpaya HukumBanding danKasasi3.Jumlahrespondenpencari keadilanyang puasterhadap layananperadilan

100%
35%

90%

2025:4.420.687.0002026:4.500.000.0002027:4.600.000.0002028:4.700.000.0002029:4.800.000.000
35% b. PersentasePerkarayang TidakMengajukanUpayaHukumBanding danKasasi

35% 35% 35% 35% 35%

90% c. IndexPersepsiPencariKeadilanYang PuasTerhadapLayananPeradilan

90% 90% 90% 90% 90%

Tabel 8. Matriks Pendanaan Rancangan Renstra 2025-2029
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2 Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
Persentasesalinanputusanperkaraperdata yangditerima olehpara pihaktepat waktu

100% Meningkatnya efektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara
Persentasesalinanputusan yangditerima olehpara pihaktepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% ProgramDukunganManajemen
PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara

Jumlah salinanputusan yangditerima oleh parapihak tepat waktu
100% 2025:4.420.687.0002026:4.500.000.0002027:4.600.000.0002028:4.700.000.0002029:4.800.000.0003 Terwujudnyapeningkatanaksesperadilanbagimasyarakatmiskin danterpinggirkan

Persentaseperkara yangdiselesaikanmelaluipembebasanbiaya /prodeo

100% Meningkatnya AksesPeradilanbagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan

a. Persentaseperkaraprodeo yangdiselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% ProgramPenegakan danPelayanan Hukum

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
1. Jumlah perkaraprodeo yangdiselesaikan2. Jumlah PencariKeadilanGolonganTertentu yangMendapatLayanan BantuanHukum(Posbakum)

100%
100%

2025:53.385.0002026:55.000.0002027:56.000.0002028:57.000.0002029:58.000.000
100% b. PersentasePencariKeadilanGolonganTertentuyangMendapatLayananBantuanHukum(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

4 MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusanPerkara TUNyangditindaklanjuti(Dieksekusi)

100% MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusan PerkaraTUN yangditindaklanjuti(Dieksekusi)

100% 100% 100% 100% 100% ProgramDukunganManajemen
PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara

Jumlah PutusanPerkara TUN yangditindaklanjuti(Dieksekusi)
100% 2025:4.420.687.0002026:4.500.000.0002027:4.600.000.0002028:4.700.000.0002029:4.800.000.000
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No. Tujuan Target
Jangka
Menengah
(5 Tahun)

Sasaran Strategis Target Strategi
Uraian Indikator

Kinerja
Uraian Indikator

Kinerja
2025 2026 2027 2028 2029 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

(Ribuan)1 Terwujudnyakepercayaanmasyarakatterhadapsistemperadilanmelaluiprosespeadilanyang pasti,transparandanakuntabel

Persentasepara pihakyangpercayaterhadapsistemperadilan

100% TerwujudnyaProsesPeradilanyang Pasti,TransparandanAkuntabel

a.PersentasePerkara TUNyangdiselesaikanTepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
1. Jumlah Perkara yangdiselesaikan Tepatwaktu2. Jumlah Perkara yangTidak MengajukanUpaya HukumBanding dan Kasasi3.Jumlah respondenpencari keadilanyang puas terhadaplayanan peradilan

100%
35%
90%

23.020.687.000
35% b. PersentasePerkarayang TidakMengajukanUpayaHukumBanding danKasasi

35% 35% 35% 35% 35%

90% c. IndexPersepsiPencariKeadilanYang PuasTerhadapLayananPeradilan

90% 90% 90% 90% 90%

2 Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
Persentasesalinanputusanperkaraperdata yangditerima olehpara pihaktepat waktu

100% Meningkatnya efektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara
Persentasesalinanputusan yangditerima olehpara pihaktepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
Jumlah salinan putusanyang diterima olehpara pihak tepat waktu 100% 23.020.687.000

Tabel 9. MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
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3 Terwujudnyapeningkatanaksesperadilanbagimasyarakatmiskin danterpinggirkan

Persentaseperkara yangdiselesaikanmelaluipembebasanbiaya /prodeo

100% Meningkatnya AksesPeradilanbagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan

a. Persentaseperkaraprodeo yangdiselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
1. Jumlah perkaraprodeo yangdiselesaikan2. Jumlah PencariKeadilan GolonganTertentu yangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)

100%
100%

279.385.000
100% b. PersentasePencariKeadilanGolonganTertentuyangMendapatLayananBantuanHukum(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

4 MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusanPerkara TUNyangditindaklanjuti(Dieksekusi)

100% MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusan PerkaraTUN yangditindaklanjuti(Dieksekusi)

100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
Jumlah Putusan PerkaraTUN yang ditindaklanjuti(Dieksekusi) 100% 23.020.687.000
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Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Blue Print MahkamahAgung dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehinggadiharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalampenyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha NegaraPangkalpinang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudahmengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang diIndonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung padakhususnya.Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PengadilanTata Usaha Negara Pangkalpinang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilanpelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapankelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmensemua pimpinan dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selainitu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029setiap tahun akan dilakukan evaluasi.Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaanPengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menetapkan Visi
Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agungdan menetapkan Misi yaitu Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat danBiaya Ringan, Transparan serta Modern; Meningkatkan Kualitas Sumber DayaAparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif danEfisien; Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuaidengan Ketentuan yang Berlaku.
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Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang harusterus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra inibersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu Renstra inidiharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukanpengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. DenganReviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan TataUsaha Negara Pangkalpinang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntunbagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinangdapat terwujud dengan baik.Dari Reviu Renstra tersebut, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaantugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik sertadapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir.



LAMPIRAN

SK Tim Penyusun Rancangan Renstra 2025-20291.
Matriks Rancangan Renstra 2025-20292.
Pohon Kinerja PTUN Pangkalpinang3.



Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2025-2045 dan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rancangan
Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang yang selaras dengan Rencana
Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim
Penyusun Rancangan Rencana Strategis Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun
2009 tentang Kekuasaan kehakiman;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
1986 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi;

6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal
Pinang;

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 68/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

11.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan
Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025-2029;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini
dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 2 Januari 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 68/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025
TANGGAL 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO NAMA / NIP
JABATAN

DINAS TIM

1 EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

NIP.19690928 199103 1 003
Ketua Pembina

2 ANDI MADERUMPU, S.H., M.H

NIP.19800502 200312 1 001
Wakil Ketua

Penanggung

Jawab

3

4

5

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

NIP. 19820722 200805 2 001

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.

NIP. 19940213 201712 1 002

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

NIP. 19920211 201712 1 003

Hakim

Pengarah

Bidang

Yudisial

6

7

SURYADI, S.H.

NIP. 19761021 200604 1 003

DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E.., M.M

NIP. 19811229 200604 2 015

Panitera

Sekretaris

Pengarah

Bidang Non

Yudisial

8

9

LEZI FITRI, S.H., M.H.

NIP. 19701120 199603 2 003

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.

NIP. 19830912 201101 1 008

Panitera Muda Perkara

Panitera Muda Hukum
Pelaksana

10

11

12

M. AGUS, S.E., M. Si.

NIP. 19850207 200604 1 001

ROSALINA , S.E.

NIP. 19920808 201903 2 017

DENDY PRASETYA, S.Psi

NIP. 19920523 201903 1 005

Kasubbag Umum dan

Keuangan

Kasubbag Perencanaan,

TI & Pelaporan

Kasubbag Kepegawaian,

Organisasi & Tata

Laksana

Tim Pengolah

Data

13

14

YULITA IDA LESTARI, S.Kom.

NIP. 19860701 202012 2 002

FANI MELISA M. P. BR. SEMBIRING, A.Md.

NIP. 19950530 202012 2 014

Pranata Komputer Ahli

Pertama

Operator - Teknisi

Sarana dan Prasarana

Sekretariat

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang AgungMisi : 1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku
No. Tujuan Target

Jangka
Menengah
(5 Tahun)

Sasaran Strategis Target Strategi
Uraian Indikator

Kinerja
Uraian Indikator

Kinerja
2025 2026 2027 2028 2029 Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

(Ribuan)1 Terwujudnyakepercayaanmasyarakatterhadapsistemperadilanmelaluiprosespeadilanyang pasti,transparandanakuntabel

Persentasepara pihakyangpercayaterhadapsistemperadilan

100% TerwujudnyaProsesPeradilanyang Pasti,TransparandanAkuntabel

a.PersentasePerkara TUNyangdiselesaikanTepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
1. Jumlah Perkara yangdiselesaikan Tepatwaktu2. Jumlah Perkara yangTidak MengajukanUpaya HukumBanding dan Kasasi3.Jumlah respondenpencari keadilanyang puas terhadaplayanan peradilan

100%
35%
90%

23.020.687.000
35% b. PersentasePerkarayang TidakMengajukanUpayaHukumBanding danKasasi

35% 35% 35% 35% 35%



90% c. IndexPersepsiPencariKeadilanYang PuasTerhadapLayananPeradilan

90% 90% 90% 90% 90%

2 Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
Persentasesalinanputusanperkaraperdata yangditerima olehpara pihaktepat waktu

100% Meningkatnya efektivitaspengelolaanpenyelesaianperkara
Persentasesalinanputusan yangditerima olehpara pihaktepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
Jumlah salinan putusanyang diterima olehpara pihak tepat waktu 100% 23.020.687.000

3 Terwujudnyapeningkatanaksesperadilanbagimasyarakatmiskin danterpinggirkan

Persentaseperkara yangdiselesaikanmelaluipembebasanbiaya /prodeo

100% Meningkatnya AksesPeradilanbagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan

a. Persentaseperkaraprodeo yangdiselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
1. Jumlah perkaraprodeo yangdiselesaikan2. Jumlah PencariKeadilan GolonganTertentu yangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)

100%
100%

279.385.000
100% b. PersentasePencariKeadilanGolonganTertentuyangMendapatLayananBantuanHukum(Posbakum)

100% 100% 100% 100% 100%

4 MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusan PerkaraTUN yangditindaklanjuti(Dieksekusi)

100% MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan
PersentasePutusan PerkaraTUN yangditindaklanjuti(Dieksekusi)

100% 100% 100% 100% 100% ProgramPeningkatanManajemenPeradilanMiliter danTata UsahaNegara

PeningkatanManajemenPeradilanTata UsahaNegara
Jumlah Putusan Perkara TUNyang ditindaklanjuti(Dieksekusi) 100% 23.020.687.000



Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

tata kelola kepemerintahan yang baik, maka

diperlukan Pohon Kinerja yang ditata dengan pada

baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

2. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas umum kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, agar

lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka

dipandang perlu dibuat Pohon Kinerja pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam poin diatas, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Pangkalpinang Tentang Pemberlakuan Pohon Kinerja ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik

Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2009

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR 72/KPTUN.W5-TUN5/KP3.4.3/I/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2005 tentang Sekertariat Mahkamah Agung

Republik Indonesia;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada dibawah nya ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBERLAKUAN

POHON KINERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PANGKALPINANG ;

KESATU : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Pangkalpinang sebagaimana terlampir

dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang

Pada 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA PANGKALPINANG,

EDI SEPTA SURHAZA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

VISI & MISI 
Visi :   
Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Yang Agung  
 

Misi:   
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern. 
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat. 
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien. 
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien. 
5. Mengupayakan tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 

TUJUAN 

PROGRAM 

INDIKATOR 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. 
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. 
 

 

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu  
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi  
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan  
4. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  
5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  
6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum 

(posbakum)  
7. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  
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1. Meningkatnya transparansi administrasi keuangan serta sarana dan prasarana yang efektif, 
efisien dan akuntabel 

2. Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan organisasi yang akuntabel dan 
berkinerja tinggi berbasis teknologi 

3. Meningkatnya ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan SDM yang 
professional, akuntabel, efektif, dan efisien 

1. Persentase penyerapan anggaran  
2. Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar  
4. Persentase penyelesaian tugas di bagian umum  
5. Nilai akuntabilitas kinerja  
6. Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
7. Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi  
8. Jumlah ASN yang data kepegawaiannya terintegrasi dengan Sistem Informasi 

Kepegawaian (SIKEP)  
9. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan  
10. Persentase kedisiplinan ASN  
11. Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui Bimtek/Diklat  
12. Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)  
13. Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala  

Dukungan Manajemen Penegakan dan Pelayanan Hukum 

SASARAN 

Eselon III (Panitera) Eselon III (Sekretaris) 



  
 

 

 
SASARAN 

Mengadili perkara TUN  KEGIATAN 

INDIKATOR 

HA
KI

M
  

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu  
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan 

kasasi  
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan  
4. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  
5. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (posbakum)  

Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang selesai 
ditindaklanjuti 

 

 

 
SASARAN 

SEKRETARIS 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, 
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan 

prasarana secara efektif dan efisien. 

KEGIATAN 
PANITERA 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi 
perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara 

secara efektif dan efisien 

INDIKATOR 
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Melaksanakan tugas pengawasan  

Pimpinan (Sasaran 1) Pimpinan (Sasaran 2) 

Crosscutting (Panitera dengan Sekretaris) 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel 
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan. 
 

 

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu  
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi  
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan  
4. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  
5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  
6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan 

hukum (posbakum)  
7. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  

a. Meningkatnya transparansi administrasi keuangan serta sarana dan prasarana yang 
efektif, efisien dan akuntabel 

b. Meningkatnya sistem perencanaan dan pelaporan organisasi yang akuntabel dan 
berkinerja tinggi berbasis teknologi 

c. Meningkatnya ketatalaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan SDM yang 
professional, akuntabel, efektif, dan efisien 

1. Persentase penyerapan anggaran  
2. Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar 

4. Persentase penyelesaian tugas di bagian umum  
5. Nilai akuntabilitas kinerja  
6. Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
7. Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi  
8. Jumlah ASN yang data kepegawaiannya terintegrasi dengan Sistem Informasi 

Kepegawaian (SIKEP)  
9. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan  
10. Persentase kedisiplinan ASN  
11. Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui Bimtek/Diklat  
12. Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)  
13. Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala  

Eselon IV Bagian Kepaniteraan Eselon IV Bagian Kesekretariatan 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SASARAN PANITERA MUDA PERKARA 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaiaan perkara 

c. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadlian 

PANITERA MUDA HUKUM 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaiaan perkara 

c. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadlian 

 

KEGIATAN 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan 
persidangan 

INDIKATOR 
PANITERA MUDA HUKUM 

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu  
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan 

kasasi  
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  
4. Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak 

tepat waktu  
5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  
6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum)  
7. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  

PANITERA MUDA PERKARA 

1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu  
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan 

kasasi  
3. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  
4. Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para 

pihak tepat waktu  
5. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  
6. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan 

bantuan hukum (Posbakum)  
7. Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)  
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Pelaksana Bagian Kepaniteraan 

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 

Eselon III (Panitera) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SASARAN 

KEGIATAN 
Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, 

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana 

INDIKATOR 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN PELAPORAN 

a. Meningkatnya sistem perencanaan organisasi yang transparan 
dan berkinerja tinggi 

b. Meningkatnya sistem organisasi berkinerja tinggi berbasis 
teknologi informasi  

c. Meningkatnya sistem pelaporan organisasi yang transparan 
dan akuntabel. 

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN 
TATALAKSANA 

Terwujudnya Administrasi Kepegawaian, Organisasi, 
Ketatalaksanaan yang akuntabel, efektif, dan efisien 

 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

 

a. Terwujudnya administrasi Umum dan Keuangan yang efektif, 
efisien, bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. 

b. Meningkatnya efektifitas layanan penyediaan sarana dan 
prasarana 

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN PELAPORAN 

1. Nilai kualitas perencanaan anggaran pada Indikator Kualitas 
Pelaksanaan Anggaran  

2. Persentase Penetapan Program Kerja Tahunan  
3. Persentase pelaksanaan usulan dan revisi anggaran  
4. Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi informasi  
5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pemanfaatan TI  
6. Persentase nilai akuntabilitas kinerja  
7. Persentase pelaporan dokumen SAKIP  
8. Persentase pelaporan kegiatan tahunan  
9. Persentase pelaporan pada e-monev bappenas  
10. Persentase pelaporan pengukuran capaian kinerja pada 

aplikasi komdanas  
11. Persentase pelaporan kegiatan bulanan organisasi  

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

 

1. Persentase penyerapan anggaran  
2. Persentase Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran  
3. Persentase pelaporan keuangan dan BMN tepat waktu  
4. Persentase pengelolaan pelaksanaan urusan perbendaharaan  
5. Persentase Pelaksanaan Administrasi Belanja Pegawai  
6. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar  
7. Persentase pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor  
8. Persentase penyelesaian tugas lainnya di bagian umum  

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN 
TATALAKSANA 

1. Jumlah kegiatan pemuktahiran data ASN  
2. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan  
3. Persentase kedisiplinan ASN  
4. Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan 

pangkat/golongan, administrasi usulan promosi, mutasi 
dan gaji berkala  

5. Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi ASN melalui 
bimtek/diklat  

6. Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan penilaian 
prestasi kerja)  

ES
EL

ON
 IV

 B
AG

IA
N 

KE
SE

KR
ET

AR
IA

TA
N 

PANITERA PENGGANTI 
a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 
b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaiaan perkara 

 

PANITERA PENGGANTI 
1. Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu  
2. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan  
3. Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat 

waktu  
 

 

 

 

SASARAN 

KEGIATAN 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan 
persidangan 

INDIKATOR 
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Eselon III (Sekretaris) 

Pejabat Fungsional / Pelaksana Bagian Kesekretariatan 

Eselon III (Panitera) 

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan  



 

 

 

 

 

 

 
SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan 
akuntabel 

b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan 
persidangan 

 

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM 

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan 
akuntabel 

b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA PERKARA 

1. Terselenggaranya penanganan administrasi perkara 
Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan 
Kembali yang cepat, tepat dan akurat % 

2. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan  

3. Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim 
kepada para pihak tepat waktu  

PELAKSANA SUB BAGIAN PANITERA MUDA HUKUM 

1. Terselenggaranya penanganan administrasi perkara Tingkat 
Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang 
cepat, tepat dan akurat  

2. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan  

3. Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim 
kepada para pihak tepat waktu  
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SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN 

PELAPORAN  
a. Terwujudnya administrasi Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan yang efektif 
dan efisien, bersih, akuntabelm dan berkinerja 
tinggi. 

b. Terwujudnya sistem organisasi yang berkinerja 
tinggi berbasis teknologi. 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi , organisasi, 
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana 
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FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN 
PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN 

PELAPORAN 

1. Persentase nilai akuntabilitas  
2. Pelaksanaan administrasi sub bagian Perencanaan, 

TI dan Pelaporan  
3. Penyajian laporan administrasi sub bagian 

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  
4. Persentase pelaksanaan tugas di bidang teknologi 

informasi  
5. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pemanfaatan TI  

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEUANGAN 

 

1. Melaksanakan urusan administrasi pembayaran 
remunerasi pegawai dan transportasi hakim  

2. Membuat dokumen persediaan dan pelaporan 
BMN  

3. Membuat laporan keuangan  
4. Melaksanakan tugas perbendaharaan  
5. Pelaksanaan hubungan Masyarakat  
6. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana 

sesuai standar  
7. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana 

dalam kondisi baik  
8. Persentase pelaksanaan kebersihan keamanan 

kantor  

Eselon IV Bagian Kepaniteraan 

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan) 

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan  

Eselon IV Bagian Kesekretariatan 

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEUANGAN 

 

a. Terwujudnya administrasi Umum dan Keuangan 
yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan 
berkinerja tinggi. 

b. Meningkatnya efektifitas layanan penyediaan 
sarana dan prasarana 

 

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB KEPEGAWAIAN, 
ORGANISASI, DAN TATALAKSANA 

 

Terwujudnya Administrasi Kepegawaian, 
Organisasi, Ketatalaksanaan yang akuntabel, efektif, 

dan efisien 

 

FUNGSIONAL / PELAKSANA SUB BAGIAN 
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA 

 

1. Jumlah kegiatan pemuktahiran data ASN  
2. Jumlah kebijakan yang dikeluarkan  
3. Persentase kedisiplinan ASN  
4. Persentase pelaksanaan administrasi kenaikan 

pangkat/golongan, administrasi usulan promosi, 
mutasi dan gaji berkala  

5. Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi ASN 
melalui bimtek/diklat  

6. Persentase produktivitas kinerja SDM (SKP dan 
penilaian prestasi kerja)  

 



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung 

0717-9111513 www.ptun-pangkalpinang.go.id info@ptun-pangkalpinang.go.id
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